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KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
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TENTANG

TI}vi KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI TASIKMALAYA,

Mernal:aca Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 48A lKep.l4g-
Dishubkorninfo/2A22 tentang Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Tim Koordinasi ditetapkan oleh Bupati untuk
meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses
penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyeienggaraan Sisitem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilakukan
penyesuaian atas Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor
480/Kep.l49-Dishubkominto 12022 tentang Tim
Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Tasikrnalaya tentang Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengingat 1. Undalg-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa F.arat, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten da-lam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2A23 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2OO8
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Ber'basis Elektronik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2A2A tentang Femantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

B. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor I Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Prod"uk Ftrukum
Daerah;

9- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun
ZArc tentang Urusan Pernerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalava;

10" Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
7 Tahun 2016 tentang Fernbentukan da* Susunan
Perangkat Daerah sebagaime"na telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturar:, Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Fernbentukan rlan Susunan
Perangkat l)aerah;

11. Peraturan Br-lpati l"asikrnalaya Nornor 1X4 Tahun 2A2l
tentang Pedornan Tata H:-rbungan Kerja dan Pola
Koordinasi dalam Penyelen€€araan Pemerintah.an Daerah;

12. Peraturan Bupati Tasikmalaya i{omor 119 Tahun 2O2L
tentang Kedudukan, Susunar: Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah;

13" Peraturan Bupati Tasikmatraya Nornor".".. Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Sistem. Pemerintahan Berbasis
Elektronik.

NIEI\ I t-iT( I illir\^N:

Membentuk Tim lioord.inasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dengan sllsunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas:
a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan

mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) seluruh Perangkat Daerah; dan

b. rnelakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE
Provinsi dan/atau Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang
meiibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
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KETIGA Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA, Tim melaksaflakan fungsi:
a. pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE;
b. pengoordinasian layanan pemerint ahan;
c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lain;
d. pengoordinasian Integrasi proses bisnis;
e. pengelolaan arsitektur bisnis'
f. pengelolaan Layanan SPBE;
g. pengoordinasian penganggaran SPBE;
h. pengelolaan Arsitektur SPBE;
i. pengoordinasian pembangunan Aplikasi dan Infrastruktur

Teknologi Informasi dan Komunikasi;
j. penerapan keamanan SPBE;
k. pelaksanaan aset Teknologi Informasi dan Kornunikasi

dan layanan;
1. wali data;
ffi. pengoordinasian perencanaan SPBE; dan
n. pengoorclinasian Tata Kelola Data dan h{anajernen Data.

KELIMI Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEENAIi,I Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 48G/I,.ep.t49-
Dishubkominfa 12A22 tentang Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronile, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini rnuiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 6 t4Dt kot4

BUP,qTl

(
SUGIANTO
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LAMPIRAN I
NOMOR
TENTANG

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Anggota

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
tri ez pilr€? .2\7 -prgrrrlktraaffq{> /x>2\
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
ELEKTRONIK

BERBASIS

SUSUNAN KENGGOTAAN
TiM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

a. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikm alaya;
c. Kepala Ba.dan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Tasikm alay ai
d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya iVlanusia Kabupaten Tasikmalaya;
e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tasikmalaya;
f. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tasikmalaya;
g. Kepaia Dinas Kesehatan Kalrupaten Tasikmalaya;
h. Kepala Dinas Pekerjaan Urnulrn, Tata Ruang,

Pemmahan Raltj-at cian Kawa.san Permukiman, dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;

i. Kepaia Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Pe:'empuan dan
Periindungan Anak Ka'bupaten Tasikmatraya;

j. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya;

k. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya;

i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tasikrn alay a;

m. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya;

n. Kepa1a Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

o. Kepa1a Bidang Informatika dan Persandian pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya.

p. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

q. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;

r. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikrnalayal dan
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4. Sekretariat

s. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.

a, Kepala Seksi Persandian pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya;

b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikm alaya;

c. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikrnalaya;

d. Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tasikmalaya; dan

e. Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Infrrrrnatika
Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI

(

sLr l,rlfa.Ir -
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LAMPIRAN II :

NOMOR :

TENTANG :

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
Ki .oA ollrc4 - rt7 - D"rfiuL#8t.1(rfA /,eoz4

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

RINCIAN TUGAS
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Ketua a. mengoordinasikan penerapan kebijakan dan
penyelenggaraan serta layanan SPEE di lingkungan
Pemerintah Daera-h Kabupaten Tasikmalaya; dan

b. mengoordinasikan SPEH elengan instansi pusat dan
Pemerintah Daerah lain.

2. W.,1<i1 Ketua a. mewakili Koordinator dalam rangka mengoordinasikan
penerapan, penyelenggaraan dan layanan StrBE di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikm alaya;
dan

b. mewakili Koordinator dalam rangka mengoordinasikan
SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
KabupatenlKota dan instansi terkait laiunya.

3. Anggota a. melaksanakan pembinaarr perencaaaan, penganggaran
dan penerapan SPBE;

b. melaksanakan penyiapan bahan reviu dan evaluasi
kebijakan serta penerapan SPBE;

c. melaksanakan penyelarasan penerapan Arsitektur dan
Peta Rencana SPBE;

d. melaksanakan penyiapan bahan laporan hasil
pemantauan dan evaluasi SPBE;

e. melaksanakan manqjemen aset teknologi informasi dan
komunikasi, manajemen layanan, dan manajemen
resiko SPBE; dan

f. melaksanakan penyelarasan inovasi proses bisnis
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Sekretariat a. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana
pelaksanaan rapat, sosialisasi, pembinaan dan
pemantauan SPBE; dan

b. melaksanakan penyiapan administrasi dan bahan
pelaksanaan rapat, sosialisasi, pembinaan dan
pemantaua,n SPBE.

BUPATI A,


